
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN JALAN LAYANG DARI BLOK M SAMPAl DENGAN JALAN ANTASARI,

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSJ DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingal

a. bahwa berdasarkan Peraluran Gubernur Nomor 126 Tahun 2010
lelah ditelapkan Penguasaan PerencanaanlPeruntukan Bidang Tanah
unluk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Layang dari Siok M
sampai dengan Jalan Anlasari, Kola Adminislrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa dikarenakan pelaksanaan pembangunan sebagair.1ana
dilelapkan dalam Peraluran Gubernur Nomor 126 Tahun 2010
belum selesai, sedangkan penguasaan/perencanaan bidang lanah
unluk pelaksanaan pembangunan dimaksud lelah habis jangka
waktu berlakunya sejak langgal 6 Juli 2010, maka perlu dilakukan
perpanjangan penguasaan perencanaan/perunlukan bidang lanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, pertu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penguasaan Perencanaan/Perunlukan Bidang Tanah untuk
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Layang dart Siok M sampai
dengan Jalan Antasart, Kola Administrasi Jakarta Selalan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 lenlang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 lentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak alau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ciengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan R,,;;r'g;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 lentdng Pt-fI1,:ri:!tc;;an
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukc:a Ne£,c.:ra
Kesatuan Republik Indonesia;



Menetapkan
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden omor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana
Bagian Wilayah Kota untuk Witayah Kecamatan di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan
Gedung;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/
PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JALAN LAYANG DARI BLOK M SAMPAl DENGAN JALAN ANTASARI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bldang Tanah unluk Pelaksanaan
Pembangunan Jalan Layang dari Blok M sampai dengan Jalan Antasari,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan lebar 8,5 m (delapan koma
lima meter), dari Jalan Patimura sampai dengan on/off ramp Jalan
Prapanca dan 17 m (tujuh belas meter) dari on/off ramp Jalan Prapanca
sampai dengan Jalan Antasari sebagaimana dijelaskan dengan tanda Garis
warna biru tebal pada peta situasi skala 1: 1.000 lerdiri dari 13 (tiga belas)
lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 741/S/PPSK/DTR/iX/2011 dibuat
sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/
mAngQIIIQnglcc::ln Rem moneAmqnkPn tan"h/lokQgi YQng djSL.fnAkAn. Plaik
langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serla benda­
bend" y"ns b"rarl" ai "t"sny" 'Jnluk p"l"ks,m""n pgmbanQlman dan
mensosiallsasikan Peraturan Gubernur in! sG5uai kBIBntuan Peraturan
Perundang-undangan.
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Pasal3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu)
tahun.

Pasal4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar
mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini
dengan instansi terkait.

Pasal5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan
Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Layang dari Blok
M sampai dengan Jalan Antasari, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal6

Peraturan Gubernur in! mula! berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada~nggal 6 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 0e5 ember 201 1

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 125


